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PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 9 TAHUN 2011

T E N T A N G

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang

:

a bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, membawa perubahan terhadap

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekarang

ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006

tentang Pajak Restoran perlu disesuaikan.

b bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas

dan nyata.

c bahwa untuk tertibnya pengelolaan penerimaan Pajak

Restoran perlu adanya suatu pedoman yang akan

menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pemungutan.

Mengingat

:

1

2

3

4

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang

Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan

Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 19 );

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3686);

Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang

Pengelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota/Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161 );

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang

jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan

penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5163);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di

Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 03 );

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong
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Praja ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008

Nomor 06 );

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Payakumbuh

(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009

Nomor 06 );

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun

2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 02 );

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun

2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun

2010 Nomor 03 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap.
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6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

restoran.

7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,

kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

8. Bar adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan

dipungut bayaran dan tidak menyediakan minuman ber alkohol.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD,

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta

dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

10.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

11.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah

pajak yang masih harus dibayar.

12.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat

SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok

pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak

terutang dan tidak ada kredit pajak.

14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar

dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda.

16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah

data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketetntuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

17.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang


